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Abstrak

Sebagai seorang mahasiswa Program Studi lImu Kesejahteraan Sosial, peneliti tertarik
untuk melakukan suatu penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi
E DPRD Sumatera Utara Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera
Utara. Dimana penelitian melihat bahwa permasalahan di Komisi E DPRD SUMUT
kurang efektif karena dalam melaksanakan program-program yang dijalankan tidak dapat
mendorong pelayanan publik yang yang baik sehingga tidak optimal dalam meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD Sumatera Utara
Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara. Dengan tujuan
penelitian untuk mengetahui Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD
Sumatera Utara terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskripstif dengan
menggunakan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian
berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dan kegiatan ini wawancara dilakukan dengan
lima narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat menginginkan
dan mengharapkan bahwa Anggota DPRD Komisi E lebih memperhatikan dalam
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara.

Kata Kunci : DPRD, Pembangunan, Kesejahteraan sosial.
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1. PENDAHULUAN

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting
yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan. fungsi legislasi, merancang
kebijakanUkebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan
publik yang baik dan standar. Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran
dialokasikan dengan tepat sasaran, efisien jumlah maupun waktunya. fungsi
pengawasan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan
penggunaan anggaran.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai
kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Dalam kedudukan kerja yang
setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas
tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggungjawab dan kapasitas dalam
memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.
Memahami peranan DPRD yang sangat strategis, menimbulkan harapan yang
besar dari masyarakat agar para wakil rakyat yang terpilih untuk periode saat ini
(2019-2024) dapat menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat,
melaksanakan tanggungjawab dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa
proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik, dimana salah
satu indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik dasar berbasis standar.
Bagaimana memahami permasalahan- permasalahan tersebut dapat membantu
DPRD, Pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang ingin menerapkan tata
kelola yang baik, khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam
mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berstandar dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara.

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari
pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan
aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada
prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian
aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia
melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2) Kesejahteraan sosial
merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi
masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan
fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan
menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia 2007) suatu kondisi dimanaseluruh
kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhisesuai
dengan tingkat hidup.

Dari data yang di jumpai, beberapa indikator diatas merupakan pengaruh
terhadap pertumbuhan dan pembangunan di Sumatera Utara. Dengan tingginya
tingkat kemiskinan, pengangguran yang mengalami sedikit penurunan, Harapan
Sekolah yang mengalami kenaikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
mengalami peningkatan. Dan beberapa indikator- indikator pendukung lainnya
dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan agar dapat
memberikan kontribusi sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat
kebijakan dalam menanggulangi beberapa indikator penting diatas dalam
pembangunan kesejahteraan di Sumatera Utara.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepentingan
masyarakat di Sumatera Utara, ini merupakan salah satu masalah yang klasik
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yang harus diperhatikan para stakeholder di Sumatera Utara untuk lebih
mengakserasikan kebutuhan masyarakat ini untuk membuat suatu peraturan
yang dapat menguntungkan dan sesuai dengan tingkat pengharapan bagi
masyarakat Sumatera Utara. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan
proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas,2000).

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran
untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran
untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi
pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan
pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah
tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah

2. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah metode
deskriptif dengan analisa kualitatif, dengan melihat dan melakukan penelitian
dengan lokasi yang telah ditentukan dengan mengkaji dan menganalisis sesuai
dengan fakta yang di temukan di lokasi penelitian. Disamping itu, dengan
melakukan observasi penelitian ini juga mengelola data sekunder guna
menjadikan validitas data yang dibutuhkan. Metode ini biasanya melakukan
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara
konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti.
Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara
panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan
dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang
didapatkan dibab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis
merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis
sesuai variabel yang diteliti. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini ialah :

DPRD Sumatera Utara
Komisi E

k

Implementasi
Tugas Pokok dan
Fungsi DPRD

Efektifitas (Tidak efektif, efisien dan
Produktifnya Tugas Pokok dan
Fungsi DPRD)

L

Pembangunan
Kesejahteraan Sosial

Gambar 1. Kerangka Konseptual
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3. HASIL
Gambaran Umum DPRD Sumatera Utara

Pada tanggal 13 Desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota
DPRD Tingkat | Sumatera Utara yang bertempat di Tapak Tuan, yang anggota —
anggotanya berasal dari masing — masing sub propinsi terdahulu.Dengan
Undang — Undang No 24 / 1956 dibentuklah Propinsi Aceh dibekas Keresidenan
Aceh, dengan demikian Propinsi Sumatera Utara otomatis menjadi tersendiri dari
Keresidenan Sumatera Timur dan Tapanuli. Sebagai Pelaksanaan Undang —
Undang No. 10 / 1974 dan Undang — Undang Tertanggal 15 April 1948 tentang
penetapan Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera yang kemudian diubah
menjadi Peraturan Pemerintah No 42 / 1948.Maka komisariat ini menjalankan
tugas Gubernur Sumatera sehingga tugas — tugas tersebut diserahkan kepada
pelaksananya. Komisariat Pusat di Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi
dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan. Adapun Komisi-Komisi di DPRD Provinsi
Sumatera Utara terbentuk 5 Komisi yang membidangi masing-masing
diantaranya Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian,
Komisi C bidang Keuangan, Komisi D bidang Pembangunan, Komisi E bidang
Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Pokok
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

a) Menetapkan anggaran pandapatan dan belanja daerah bersama dengan
kepala daerah.

b) Membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama dengan kepala daerah
untuk mencapai tujuan bersama.

c) Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan
tugas desentralisasi.

d) Mengusulkan pendapat dan pertimbangan kepala daerah terhadap rencana
perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.

e) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
peraturan perundang-undangan lainnya, Kkeputusan kepala daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan pemerintah daerah
dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerjasama
internasional di daerah.

f)  Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

g) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah atau wakil
Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui
Gubernur.

Fungsi DPRD
Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 Pasal 41 menyebutkan bahwa : DPRD memiliki fungsi antaralain:

a) Legislasi merupakan wujud dalam membuat peraturan-peraturan daerah
bersama kepala daerah.

b) Anggaran merupakan wujud dalam menyusun dan menetapkan APBD
bersama Pemerintah Daerah.

c) Pengawasan merupakan wujud dalam bentuk pengawasan atau controlling
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, UndanglJUndang dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi E

4. PEMBAHASAN
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi
Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si
selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau mengatakan
bahwasannya dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi
E terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatra Utara ini tidak lepas
dari Tugas Pokok dan Fungsi sebagai DPRD itu sendiri yang mempunyai 3
Fungsi.

Setelah dijalankan program menyetujui RAPBD menjadi APBD dan disusun
kembali oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan SKPD terkait, maka
selanjutnya pemerintah Provinsi dan SKPD bertanggungjawab kepada DPRD
untuk di Audit dalam proses Anggaran.Seperti program pelayanan kesehatan
dan keolahragaan untuk Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera
Utara. Menurut Bapak Ikrimah halyang paling penting diperhatikan oleh
pemerintah Provinsi, SKPD dan DPRD dalam peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan ialah memperhatikan saran dan prasarana yang menjadi
tanggungjawab Provinsi Sumatera Utara ialah sekolah tingkat menengah
seperti:SMA, SMK, STM, dan lain-lain. Selanjutnya SD dan SMP merupakan
tanggungjawab dari pemerintah daerah wilayah kabupaten atau kota.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir, MAP.
selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT Beliau mengatakan
bahwadalam pelaksanaan Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E
terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial di  Sumatra Utara ini
penyelesaiannya harus komprehensif , tidak hanya di sektor tertentu saja tetapi
pentingnya di sektor pelayanan publik, sektor infastruktur, sektor pendidikan,
bantuan-bantuan tunai untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang
dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dilakukan oleh dinas sosial saja
yang menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial ini.

Dalam proses legislasi program-program yang dijalankan pemerintah belum
dapat dikatakan berhasil, sebab masih banyak informasi dan temuan di
lapangan. Masih banyak informasi-informasi bahwa ada pungli-pungli.Misal ada
Grativikasi seperti kasus Bansos atau bantuan sosial di Sumatera Utarayang ada
melibatkan anggota DPRD dan SKPD di Sumatera Utara di tahun 2015-2016.
Oleh karna itu belum bisa mengatakan bahwa program pemerintah Provinsi
Sumatera Utara itu berhasil.
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Kemudian juga percepatan pembangunan, khusunya menurunkan angka
sektor kemiskinan tidak siknifikan, tapi boleh juga diaspresiasikan karna ada juga
keberhasilan-keberhasilan atau ada peningkatanOpeningkatan tapi dengan
kekurangannya anggaran masihbanyak hal yang harus diperbaiki di Provinsi
Sumatera Utara ini.Seperti infastruktur masih banyak yang rusak, jalan yang
perbaikan dikarenakan oleh faktor pada tahun 2014-2016.

Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ikrimah Hamidy, ST, M.Si
selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau mengatakan
bahwaPengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD Setelah di Implementasikan
Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya sistem pengawasan dilapangan terkait
program pembangunan kesejahteraan masyarakat.Komisi E mengundang dinas-
dinas terkait, yaitu dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan,
Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan dan lain-lain untukdi paparkan
program masing-masing.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Zahir,
MAP.selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau mengatakan
bahwaPengawasan yang dilakukan Komisi E DPRD setelah dilakukan dan
dilaksanakannya Implementasikan Tugas Pokok dan Fungsi anggaran dewan
Komisi E dalam pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat, maka upaya
yang dilakukan selanjutnya ialah melakukan controlling di daerah-daerah yang
menjadi wilayah reses. Seperti wilayah medan-tebing tinggi pembangunan jalan
tol, pembangunan Andenpass ( H. Nasution Medan), Danau toba simalungun
dan wilayah lainnya di Sumatera Utara. Selanjutnya perlu ditegaskan dan
bantuan dari pakar dan praktisi bidang sosial seperti gender dan anak praktisi
wanita dan perencanaan infastruktur fakar perencanaan ( Development Planner).
Instrumen yang dapat digunakan yaitu semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati
bersama.

Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H.
Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD, Beliau
mengatakan bahwabentuk pertanggung jawaban yang dilakukan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi sebagai DPRD baik dalam proses legislasi, pengawasan
dan penganggaran, hal yang dilakukan berdasarkan hasil tersebut, sehingga
program tersebut dapat teralikatif dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H.
Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT, Beliau mengatakan
bahwa mengimplementasikan program tugas pokok dan fungsi DPRD SUMUT
untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan bantuan
langsung seperti banjir di dua daerah yaitu daerah sinabung dan karo. Selain
memberikan bantuan langsung Komisi E DPRD di bidang sosial juga
memberikan pelayanan infastruktur dan kesehatan yang baik dan terjamin.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT setelah
diimplementasikan Program Tugas Pokok dan Fungsi DPRD SUMUT serta
sistem pertanggungjawabannya dengan strategi yang dilakukan untuk
meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial itu tidak hanya dengan
bantuan-bantuan langsung tapi dengan memberikan pelayanan yang baik
kepada mereka, memberikan pelayanan infastruktur, kesehatan. Makadari itu
dengan perlahan akan meningkat kesejahteraan.
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Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H Ikrimah
Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau
mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utaraialah meningkatkan taraf
hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata msyarakat harus
dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat terjadi
penganggurana di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H Ikrimah
Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT. Beliau
mengatakan bahwasannya bentuk Partisipasi yang dilakukan Masyarakat dalam
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utaraialah meningkatkan taraf
hidup dengan pendidikan dan pekerjaan, diantaranya rata-rata msyarakat harus
dapat memiliki aktivitas dari pemerintah yang layak, sehingga tidak dapat terjadi
penganggurana di Sumatera Utara.

Sistem Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak H.
Ikrimah Hamidy, ST, M.Si selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.
Beliau mengatakan bahwasannya Pemberdayaan Masyarakat Komisi E DPRD
SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara itu Ada,
salah satu contohnya di program PKH, untuk memperbaiki Pembangunan
Kesejahteraan Masyarakat secara bertahap dan pelan-pelan. Tidak seperti
membalikkan kedua telapak tangan, butuh proses dan di perlukan kesabaran
dalam membina masyarakat ini khususnya dilapisan masyarakat menengah
kebawah yang pendidikan nya kurang untuk bisa sadar sehingga mereka mau
mendorong dirinya sendiri supaya lebih maju.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H.
Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.untuk memperbaiki
Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Komisi E
DPRD SUMUT dalam meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara
Ada, Salah satu faktor untuk dapat meningkatkan sistem pemberdayaan itu
sendiri perlu memperbaiki dirinya. Jadi utama dari diri masyarakat itu sendiri. Di
bangun kesadaran, di dorong kesadarannya untuk merubah dan memperbaiki
dirinya maka disitulah perlunya pendamping-pendamping di Program PKH itu,
jangan masyarakat itu diberi bantuan uang lalu ditinggal pergi, uang akan habis
sebentar saja.Masyarakat apabila diberi apa pun kalau tidak ada kepedulian
terhadap dirinya sendiri maka tidak akan bisa maju karena Pemberdayaan
menjadi hal yang sangat penting agar nantinya masyarakat bisa mandiri tanpa
perlu lagi diarahkan atau dituntun oleh Pemerintah atau para agen perubahan.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ir. H.
Zahir, MAP selaku Anggota Dewan Komisi E DPRD SUMUT.Beliau mengatakan
bahwasannya Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan
Kesejahteraan di Sumatera Utara sudah ada ketentuannya berdasarkan data
yang diperoleh dari BPS(Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara.
Dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi Peningkatan Pembangunan
Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara ialah Penghasilan perkapita,
kelayakan konsumsi dan tingkat hunian yang layak huni.Indikator-indikator inilah
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yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam
meningkatkan Pembangunan Ksejahteraan Masyarakat.

Wawancara dengan beberapa diwilayah Sumatera Utara( Masyarakat Medan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul
Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah No.86 Kecamatan Medan Area.
Beliau mengatakan bahwasannya dalam Program yang dilakukan Komisi E
DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di
Sumatera Utara selama ini pengawasan yang dilaksanakan seperti reses yang
menerima dan meminta masukkan atas saran dan aspirasi oleh masyarakat
dengan waktu yang biasanya tidak tepat berada di lokasi yang sama dengan
berlangsung dilaksanakan pada bulan, jam sampai dengan tahun dilaksanakan
sekali dalam setahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah
Juwaini Prasetia Nasution,SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29
Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia. Beliau mengatakan bahwasannya program
yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT untuk meningkatkan Pembangunan
Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah
Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29
Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya
Pemberdayaan masyarakar untuk meningkatkan Pembangunan Ksejahteraan
Sosial di Sumatera ini seperti yang di contohkan dengan pendidikan karena
apabila masalah pendidikan sudah baik maka lebih mudah masyarakat untuk
dapat bekerja karena mempunyai ilmu yang cukup. Hal tersebut dapat
meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara menjadi
meningkat dan keburukan-keburukan seperti tindakan kiminal berkurang ketika
Pendidikan, Kesehatan-kesehatan sudah bagus, dan lapangan Pekerjaan juga
terjamin di Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Khairul
Badriah,SE selaku Masyarakat Jalan Ismailiah N0.86 Kecamatan Medan Area.
Beliau mengatakan bahwasannya bentuk Pasrtisipasi dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial di Sumatera Utara dengan mempunyai kesadaran akan
tanggungjawab atas kondisi di lingkungan sekitar, Merubah pola pikir agar lebih
mandiri dalam kehidupan dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah
serta inisiatif dalam kondisi memperbaiki kualitas kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ahmah
Juwaini Prasetia Nasution SM selaku Masyarakat Jalan Kamboja 4 No.29
Kecamatan Medan Helvetia, Helvetia Tengah. Beliau mengatakan bahwasannya
harapan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara ini yaitu
memiliki kesadaran untuk merubah suatu hal yang tidak baik menjadi baik.
Kemudian bisa menjadi subjek dan objek untuk pembanguna kesejahteraan itu
sendiri. Dengan menjadi subjek pembangunan dituntun agar melakukan
pembangunan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan objek
Pembangunan, agar menjadi pelaksana pembangunan sebagai pemberian upah
dari tanggung jawabnya kemudian harus mengikuti ketentuan yang diberikan.

Wawancara kepada Anggota Partai Politik

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eka Nisa
Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan.Beliau mengatakan
bahwas Ada Anggota Partai Golkar yang menduduki sebagai Anggota Dewan di
Komisi E DPRD SUMUT yaitu Bapak H. Syamsul Bahri Batubara, SH dan Bapak
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H. A Yasir Ridho Loebis, SH, ST, MSP Berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan dengan Bapak Bapak Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai
Golkar Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa saran yang dilakukan Partai
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Sumatera Utara yang pertama
semakin tingginya kesadaran bermasyarakatt, berbangsa dan bernegara.Kedua
semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Ketiga
semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat semakin meningkatnya kemampuan
untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan
yang ditunjang oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang
Kelima semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Bapak
Eka Nisa Hendrawan salah satu Anggota Partai Golkar Kota Medan.Beliau
mengatakan bahwa partai harapkan terhadap Komisi E dalam meningkatkan
Pembangunan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kinerja Komisi E dalam
bidangnya untuk terjun secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat seperti
yang dilakukan anggota dewan DPRD dalam masa reses.Dalam masa reses
tersebutlah peningkatan untuk mengetahui aspirasi masyarakat tersebut dalam
kekurangan dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk dapil mereka
masingdmasing yang telah mereka janjikan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi E DPRD SUMUT Terhadap
Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Utara sudah berjalan
dengan semestinya, akan tetapi masih belum maksimal seperti yang
diharapkan oleh masyarakat.

2. Pengawasan serta tanggungjawab yang dilakukan Komisi E DPRD untuk
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dibidanginya melalui Program
yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana
namun masih kurang efektif karna masih kurangnya pengawasan dalam
setiap program tersebut khususnya untuk Kesehatan dan Pendidikan

3. Pemberdayaan masyarakat untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial di
Sumatera Utara ini masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk maju dan
berkembang sehingga tidak ada kesadaran diri sendiri dalam pola berfikir
sehingga terjadinya penurunan tingkat Kesejahteraan.

4. Pelaksanaan dalam upaya meningkatkan kinerja komisi e dprd provinsi
sumatera utara kedepan yang berdaya guna dan berhasil guna.

5. Upaya yang dilakukan Komisi E DPRD SUMUT dalam Pembangunan
Kesejahteraan hanya berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan.
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